BAB YV

PENUTUP

A. Kesumpimpulan.

Harta bersama dalam persfektif mazhab Syafii dikategorikan sebagi al mal al
Musytarak , al mal al Musytarak bila telah bercampur menjadi satu dan tidak bisa
dibedakan status kepemilikannya maka pembagiannya dapat dilakukan dengan
menggunakan metode Sulh (perdamaian), dengan metode ini pembagian harta
dilakukan dengan cara menetapkan bagian untuk masing-masing pihak dan
masing-masing pihak merelakan bila dalam pembagian tersebut terdapat
pengurangan bagian demi tercapainya kesepakatan pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama dalam KHI baik karena cerai mati maupun cerai
talak ditetapkan secara berimbang yaitu setengah bagian untuk orang yang hidup
lebih lama dalam hal cerai mati, dan masing-masing mendapatkan seperdua dalam
hal cerai talak.

Metode pembagian harta bersama yang terdapat dalam mazhab Syafii dan
KHI secara garis besar memiliki kesamaan, yaitu mengupayakan terjadinya
pembagian yang berimbang walupun dalam metode sulh pembagian dengan
bentuk berimbang merupakan solusi yang ditawarkan agar tercapai kesepakatan
pembagian harta bersama, sedangkan pembagian berimbang yang ditetapkan
dalam KHI merupakan ketentuan hukum yang memiliki sifat memaksa ketika

telah diputuskan oleh Hakim dan telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
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Pembagian harta bersama akibat cerai mati dalam penyelesaiannya relatif
memiliki kompleksitas yang tinggi, hal ini disebabkan dengan munculnya pihak
ketiga yaitu ahli waris yang merasa ikut memiliki hak terhadap harta yang ada.
Oleh karena itu sebaiknya penyelesaian harta bersama akibat cerai mati
diupayakan melalui perdamian baik dengan menggunakan metode su/h maupun
mediasi di pengadilan.

Seyogyanya dalam mengajukan gugatan harta bersama dibuat dengan
memperhatikan unsur-unsur pokok yang harus ada dalam suatu gugatan, disertai
dengan penjelasan duduknya perkara dan kapan harta yang menjadi objek
sengketa tersebut diperoleh serta tuntutan yang diminta oleh penggugat agar
gugatan yang diajukan tidak dinyatakan ditolak karena dianggap obscure libel.

Dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, namun
seyogyanya dalam hal pembagian harta bersama hakim tidak hanya berpedoman
pada kebenaran formil saja, akan tetapi juga berusaha menemukan keadilan yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga konsepsi pembagian harta
bersama tidak selalu seperdua untuk masing-masing pihak, tapi juga
memperhatikan kontribusi masing-masing pihak yang bersengketa dalam

memperoleh harta bersama tersebut.



